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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya permasalahan dalam
pelaksanaan hak anak pasca perceraian, khususnya mengenai hak pengasuhan (hadhanah), hak
nafkah, dan upaya mantan istri untuk memperoleh hak anak. Meskipun perceraian mengakhiri
hubungan suami istri, kedua orang tua tetap berkewajiban memenuhi hak-hak anak. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak anak pasca perceraian serta upaya mantan istri
dalam memperoleh hak anak di Desa Masingai, Kecamatan Upau.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif
kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari lima pasangan mantan suami istri yang bercerai, baik
melalui Pengadilan Agama maupun di luar pengadilan dan pihak keluarga yang mengetahui
permasalahan yang digali dalam penelitian, untuk menjawab rumusan masalah. Data diperoleh
melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif
berdasarkan hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan teori perlindungan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak anak pasca perceraian belum
terlaksana secara maksimal. Hak hadhanah sebagian besar pada kasus 1, 2, 4, dan 5 telah
terlaksana karena anak diasuh oleh ibu kandung, sedangkan pada kasus 3 anak tinggal bersama
nenek dari pthak ayah atas keinginannya sendiri. Sementara itu, pelaksanaan hak natkah belum
maksimal karena sebagian besar yaitu pada kasus 1, 2, 3, dan 5 ayah hanya memberikan nafkah
dalam jumlah dan waktu yang tidak menentu. Bahkan terdapat satu kasus yaitu kasus 4 ayah
sama sekali tidak memberikan nafkah. Akibatnya, kebutuhan anak lebih banyak dipenuhi oleh
ibu dengan bantuan keluarga. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar pada
kasus 1, 2, 3 mantan istri tidak melakukan upaya untuk menuntut hak nafkah anak, baik melalui
jalur kekeluargaan maupun litigasi. Sedangkan mantan istri pada kasus 4 dan 5 mantan istri
hanya melakukan upaya pendekatan secara kekeluargaan, tetapi tidak ada tanggapan dari
mantan suami. Kondisi tersebut menyebabkan pemenuhan hak anak masih lebih banyak
bergantung pada kesadaran ayah dari pada pelaksanaan kewajiban hukum.
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